GUBERNUR BALI

Bali, Senin (Soma Kiiwon, Uye), 28 Juni 2021

Kepada:
¥ih: 1. Panglima Kedam IXUdayana;

2 Kepaia Kapolisian Dasrah Bali,

3. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;

4. Ketua PHDI Provinsi Bali;

5. BandesaAgung MDA Provinsi Bali;

6. BupaliWallkota se-Bali;

7. Pelaku Peqalanan Dalam Negen (PPON); dan

8 Pelaky Usaha, Pengelola, Penyelenggara afau
Penanggung jawab Tempal dan Fasilitas Umum di
seluruh Ball,

di-
Tempal

SURAT EDARAN
NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS DESA/KELURAHAN DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU DI PROVINSI BALI

Berdasarkan;

1. Instruksl Menteri Dalam Neger Nomor 14 Tahun 2021 lentang Perpanjangan Pemberlakuan
Pembatasan Kegialan Masyarakal Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona
Virus Disease 2019 di Tingkal Desa dan Kelurahan Uniuk Pengendaian Penyebaran Corona Virus
Digease 2015;

2 Peraluran Gubemur Bali Nomor 10 Tahun 2021 lenfang Penerapan Disiphin dan Penegakan Hukum
Prolokol Kesehatan sebagai Upaya Pencagahan dan Pengendalian Corong Virus Disease 2019 dalam
Tatanan Kehidupan Era Banu; dan

3. Sural Edaran Gubarnur Ball Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Barnu.

Memperhatikan:

1. Semahin tingginya penularan Covid-19 di wilayah Provinsi Ball sast inl yang dilandai dengan semakin
meningkatnya kasus baru Covid-19 perhari; dan

2 Semakin panlingnya bagi semua plhak unluk menjaga kesehatan, kemyamanan, keamanan, dan
kesalamalan bagi masyarakal Bali.

Memberiakukan ketenfuan fentang Perpanjangan Pembedakuan Pambatasan Kegiatan Masyarakal Barbasis

DesaMelurahan Dalam Tatanan Kehidupan Era Bar di Provingi Ball, sehagai barikul:

1. Pemberakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakal (PPKM) berbasis Desa/elurahan di Kabupaten/ota
se-Bali ditentukan berdeserkan peta dan kntera zonasi Cowid-18 fingkal DesaKelurahan yang
dittapkan oleh BupatiWalikota se-Bali dengan mempedomani Instruksi Menter Dalam Neger Nomor 14
Tahun 2021,



2. Penarapan PPKM berbasts DesaMelurahan di masing-masing seklor, dengan ketenluan

. membatasi lempatkera perkanioran dengan menerapkan bekeda di kanlor (Work From Dffice)
miaksimal 50%, sisanya bekera dar rumah dengan menerapkan prolokal kesshatan secara lebih
kel

. mangutamakan bekerja dan rumah (Work From Home) bagi pegawal yang bertempat fingaal di luar

wilayah Kabupaten/Kola keberadaan kantor,

. malgkeanaan Megialan belajar mengajar penuh secara daringloniing dan luring/offine alau talap

muka, untuk perguruan lingglakedemi dibuka secara berlahap dengan proyek perconlohan yang
dilatapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), alau Sural Edaran, dengan penerapan
protokol kesehatan secara ketaf;

. unfuk sekior esenslal, seperll kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, keuangan, parbankan,

yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakal, letap dapal berpperasi 100% dengan
pangatutan |am operasional, pengaluran kapasilas, dan pensrapan protokol kesehatan secara lab/
katal,

kegialan di resloraniumah makaniwarung dan sejenisnya unuk layanan d) tempal dilaksanaka,
maksimal 50% dan kapasitas normal hingga pukul 22.00 Wita, sedangkan uniuk layanan makanan
melalui pesan-antardibawa pulang tetap dizinkan sesuai jam operasional masing-masing dengan
menerapkan prolokol kesehatan secara lebih ketat,
kegiatan di pusal perbelanjaan/mall beroporssl mahsimal sampal pukul 2200 Wita dengan
menerapkan prolokol kesehalan secara lebih ketal;

. kegiatan di pasar tradisional dilaksanakan dengan pengaturan sitkulasi pengunjung dengan menjaga

jarak dan manerapkan profokol kesehatan secara lebih kelaf,

. kegistan di sektor konstruks dizinkan bemoperasi 100%: dengan menerapkan profokol kesehatan

secara lebih ketal,

mengizinkan unluk dapal dibuka dan dilaksanakan dengan pembalasan kapasiteas maksimal 50%
(kma puluh persen) dengan penarapan profokol kesehatan yang lebih ketal di fasifitas umum,
kegialan adal, agama, sani dan sosial budaya, dengan jumiah peserta dan durasi waktu yang sangal
lerbalas yang pengaturannya diletspkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau
Surat Edaran, serta mempersyaratkan rapid test antigen bagi panifia dan pasera yang hadir; dan
kegisian di Geklor trancporiesi umum lokal diaksanekan dengan mengalur kapasilas, wakiu
operasional, dan menerapkan prolokol kesehalan secara labih ketal.

3. Seliap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempal dan Fasilitas
Umum yang melgkeanakan aktivitas, berkewajban melaksanakan prolpkol kesehatan yang lelsh
diletapkan, yaill:

a.

P Ao

manperapkan poia hidup sehal dan bebas Covid-19 dengan 6 M Memakal masker siandar dengan
benar, Mencudl tangan, Menjaga [arek, Mengurangl bepergian, Meningkatkan imun, dan Mentaali
aluran;

tidak boleh berkerumun,

mambatasi aklivitas di lempal umumkeramaian,

mambatas! jumilah pangunjung maksimal 50% dan kapasitas yang lersedia; dan

mentaati wakiu kegiatan pperasional usaha sesual butr (2) tersebut di atas.

Seliap orang agar membatasi aklivitas di luar rumnah dan berupaya menundamengurangl peralanan

keluar dagrah lerutama daerah kalegon zona marah.

5. Pelaku Peralanan Dalam Negeri [PPON) yang akan memasuki wilayah Bali harus mengikuti ketentuan
sebagal berikut:

b

berfanggung jawab alas kesehalan masing-masing, serta lunduk dan patuh terhadap syara! dan
kalenlian yang berdaku;

bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara wajib menunjukkan sural keterangan
hasil negatif uji swab berbasin PCR paling tama 2 x 24 jam sebalum keberanghatan. Sedanghkan
dengan transportasi darat dan laut wallb menunjukan sural keterangan hasd negatif uji swab
berbasis PCR  alau hasil negatif uji Rapld Test Antigen paiing lama 2 x 24 [am sebelum
kebarangkatan.
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¢ Unluk menunjukan keakuratan dan memastikan keaslian hasil negatif uji swab berbasis PCR atau
hasll negatif ufl Rapid Test Antigen, sural kelerangen lersebul wajib dilengkapl dengan
Barcoda/QRCoda.

d. bagl yang melakuken perjalanan dengan transportasi udera, selain memenuhi persyaratan
sabagaimana dimaksud pada huruf b wajib mengisi eHAC Indonesia;

e anak d bawah usia 5 (ima) tahun tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasll negatif ufi swab
berbasis PCR alau ujl Rapld Test Antigen; dan

I bagi PPDN yang berangkat dari Ball menggunakan moda anghutan laut, angkutan penyeblangan,
anghulan darat, kendaraan penumpang pribadl, dan kendarasn logistik dapal mengqunakan sural
kelerangan hasil negalil uji swab berbasis PCR alau Rapid Test Anfigert yang masih berlaku
untuk perjalanan kembali ke Bali

Semua pihak diingatkan agar lebih sungguh-sungguh, lertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab

mantaati kelenluan:

a8 Peraturan Gubemur Ball Momor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Prolokol Kesshatan sabagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Comona Vi Disease 2018
dalam Tatanan Kehidupan Era Baru) dan

b, Surat Edaran Gubemur Ball Nomor 3355 Tahun 2020 lenlang Prolokol Tatanan Kehidupan Era
Ban,

Seliap Orang, Pelaku Usaha, Pengelola; Panyelenggara atau Penanggung jawab Tempal dan Fasililas
Umum yang melanggar kelentuan sebagaimana dimeksud pada angka 6 dikenakan sanks! secara
legas sesual dengan Peraluran Gubemur Bali Momor 10 Tahun 2021 dan Perafuran Perundang-
undangan lalnnya,

Penyelanggara Bandar Udara, Palabuhan, dan Transporasi Daral agar mengatur dan memperketal
pelaksanaan prokes dan pemeriksaan persyaratan perjalanan PPDN, lermasuk mengatur kelersadiaan
SDM dan peralatan, serla memberikan laporan harian kepada Salgas Penanganan COVID-19 Provins!
Bali. Khusus Peiabuhan penyeberangan Ketapang-Giimanuk dilakukan pengetatan pengawasan hasil
les beal PFDN, dengan menempatken pos pameriksaan gabungan yang dikoordinir oleh Kantor
Kesehatan Palabuhan (KKP), difasiitasi oleh FT. ASDP Indonesia Farry,

Kepada Perbekel/Lurah bersinergl dengan Bandesa Adat agar:

a. segera membeniuk Salgas Golong Royong Penanganan Covid-19 Berbasis Desa Adal dengan
struklur organisasi, lugas, dan fungs! yang diatur dalam Kepuluzan Bersama Gubemur Bali dan
Majels Desa Adal Provins! Beli fentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Penanganan
Cawvid-19 Berbasis Desa Adat di Bali;

b. sebelum Salgas Golong Royong Penanganan Covid-18 Berbasis Desa Ada! terbentuk, pelaksanas
PPKM Berbasis Desa/Kelurahan ditangani oleh Ralawan DesafKelurahan dan Salgas Golang Royor
Pencegahan Covid-19 barhass Desa Adal di Bali: dan

c. mangaktifian Pos Komando (Posko) Golong Royong Pahcegahan Covid-19 berbasis Desa Adat di
Bali sabagal wadah aklivilas Saigas Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada huruf a;

d. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢ khusus unluk Posko lingkat Desa dapal
menetapkan alay melakuken perubahan regulasl dafam benluk perafuran desa, peraluran kepala
desa dan kepulusan kepala desa,

Kepada BupaliWalikola se-Bali agar membeniuk Pos Komando (Posko) Golong-Royong Penanganan
Covid-19 Kecamalan yang dipimpin oleh Camatl untuk supenisi dan pelsporan Posko lingkat
Desa/Kelurahan.

Kepada BupallWallkota se-Ball agar melakukan pemerikeaan secara insidentl terhadap PPON yang
menggunakan Pelabuhan dan Jalan Nasional dengan mengaktifan pos pemeriksaan yang barsinesgi
dengan aparal TNUPolr pada perbatasan wilayah guna memastikan pelaksanaan prolokol kesshatan
dan parsysratan parjalanan bagi PPON.

Kapada BupatlWalikola se-Bali agar meningkalkan jumiah dan jangkauan fracing dan lesting, sera
freatment melalul peningkatan kapasiias dan kualitas layanan kesehatan,
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Kepada Bupall/Wallkola se-Ball agar membuat pengaturan yang lebih detail dan spesifik tentang
Perpanjangan Pemberiakuan Pembalasan Kegialan Masyarakal (PFKM) Berbasis Desa/Kelurahan pada
wilayah masing-masing didasarkan pada peta zonasi Cowvid-19 lingkal DesaKelurahan, serta
mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan Edaran ini untuk dilaksanakan dengan
tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab.

Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko Golong-Royong Penanganan Covid-19 lingkat
Desa/Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur sesual dengan pokok kebuluhan
sebagai berkut:

a. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dar sumber pendapatan
Desa lainnya metalui APBDes;

kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada APBD Kabupaten/iota;

kebutuhan di lingkat Desa Adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan pada Anggaran TNI/Pold; dan

kebutuhan terkail pengualan fesfing, fracing, dan freatment dibebankan pada Anggaran Kementerian
Kesehalan atau BNPB, APBD Semesta Berencana Provinsi Bali/Kabupaten/Kola.

Kepada Panglima Kodam IX/Udayana, Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Bali dan Pacalang Desa Adat dimohon untuk melakukan operasi penegakan disiplin yang
lebih intensif, masif, dan tegas guna memastikan lerlaksananya Edaran Inl secara efeklif.

wan o

Edaran ini mulai bertaku pada hari Senin (Soma Kiiwon, Uys), langgal 28 Juni 2021 sampai dengan ada
pemberitahuan lebih lanjut.

Dengan berlakunya Edaran ini, Sural Edaran Gubemur Bali Nomor 07 Tahun 2021 lentang
Pemanjangan Pemberfakuan Pembatasan Kegialan Masyarakal Berbasis Desafelurahan Dalam
Tatanan Kehidupan Era Baru Di Provinsi Bali dicabut dan dinyatakan lidak berlaku.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.

Alas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih,




